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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 
Budaya bangsa Indonesia sejak dahulu secara turun temurun telah berjalan 

suatu kebiasaan yang dikenal dengan istilah tolong menolong atau saling membantu 

dalam kehidupan bermasyarakat melalui banyak cara diantaranya dengan saling 

memberi dan menerima sesuatu. Namun pada era modern saaat ini, sikap tolong 

menolong memberi dan menerima sesuatu telah disalah gunakan oleh oknum-oknum 

yang mempunya kepentingan. Sikap tolong menolong memberi dan menerima tidak 

lagi diartikan sebagai sikap yang positif secara social melainkan sikap korup yang 

dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. 

Korupsi adalah sikap tindak yang dapat dijumpai dimana saja. Sejarah 

membuktikan bahwa hampir di setiap Negara dihadapkan pada permasalahan korupsi. 

Pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman serta cara penanggulangannya pun harus berkembang juga.1 Istilah korupsi 

berasal dari kata satu kata dalam bahasa Latin yakni corruption atau corruptus yang 

disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption 

 

1 Martiman Prodjohamidjojo, ‘’Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi’’ 

Bandung, Mandar Maju,2009,hlm 6. 
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atau corrupt , dalam bahasa Prancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda 

disalin menjadi istilah coruptie (korruptie). Agaknya dari bahasa Belanda itulah 

lahirkata korupsi dalam bahasa Indonesia.2 

 

Lord Action mengungkapkan bahwa yang menghubungkan antara ‘’korupsi’’ 

dengan ‘’kekuasaan’’, yaitu : ‘’power tends to corrupt, and absolut power corrupt 

absolutely’’ dengan kata lain ‘’kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan 

yang absolut cenderung korupsi absolut’’.3 Korupsi merupakan salah satu jenis 

kejahatan kerah putih atau white collar crime. Berbeda dengan kejahatan jalanan, 

terhadap white collar crime ini,pihak-pihak yang terlibat ialah orang-orang yang 

terpandang yang ada di dalam masyarakat dan berpendidikan.4Di berbagai dunia, 

korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana 

lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negative yang dapat 

ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita 

menuju masyarakat adil dan makmur.5 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap 

orang yang dikategorikan melawan hokum, melakukan perbuatan memperkaya diri 

 
 

2 Adami Chazawi, ‘’Hukum Pidana Korupsi di Indonesia’’, PT Rajagrafindo Persada, 

Jakarta,2016,hlm 1. 
3 Ermansjah Djaja, ‘’Pengadilan Tindak Pidana Korupsi’’ , Jakarta, Sinar Grafika,2010, hlm 25. 
4 Jawade Hafidz Arsyad, ‘’ Korupsi dalam Persepektif Hukum Administrasi’’. Jakarta. Sinar 

Grafika.2013.hlm 1. 
5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sianr Grafika, Jakarta, 2008, hlm 1. 
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sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang   lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau saran yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dpaat merugikan keuangan Negara atau 

perekonomian Negara.6 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 

yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah : 

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara 

 

2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara 

 

3. Menteri 

 

4. Gubernur 

 

5. Hakim 

 

6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku; dan 

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku.7 

Praktik-praktik korupsi kerap kali ditemukan di instansi pemerintahan. Hal ini 

dikarenakan peran dan fungsi yang dijalankan sangat vital mengingat pejabat Negara 

 
6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 
7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
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atau pegawai instansi pemerintahan memiliki kewengan dalam hal menjalankan 

perekonomian Negara. Hal tersebutlah yang biasa membuat para pelaku kejahatan 

korupsi sering memanfaatkan jabatan yang dimiliki guna meloloskan 

kepentingannya,baik berupa izin maupun proyek lainnya sehingga mau tidak mau 

para koruptor harus melakukan negosiasi tersembunyi agar mempercepat urusan 

kepentingannya.Bentuk-bentuk korupsi ada beberapa macam, salah satunya adalah 

korupsi dalam bentuk gratifikasi. Gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau 

hadiah oleh orang yang pernah mendapatkan jasa atau keuntungan atau oleh orang 

yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga public atau pemerintah 

dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak.8 

Data Tindak Pidana Korupsi tahun 2018-2020 : 9 
 

 

 

 

 
0 

2018 2019 2020  

Pengadilan Negeri 50 113 52  

Pengadilan Tinggi 3 11 4  

Mahkamah Agung 2 18 14  

 
Sumber : https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht 

 

 

 

 

 

 
8 Nadya Syafira, ‘’Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’’, JOM 

Faultas Hukum. Volume II. No 2 Maret 2015, hlm 2, diakses dari 

https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima- 

gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf, pada tanggal 2 Januari 2021,pukul 2.06 wib. 
9 Komisi Pemberantasan Korupsi, Statistik Tindak Pidana Korupsi Inkracht, di akses dari 

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht pada tanggal 28 Juni 2021, pukul 2.37 wib. 

https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht
https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/34368-ID-tinjauan-yuridis-tindak-pidana-menerima-gratifikasi-berdasarkan-undang-undang-no.pdf
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-inkracht
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Menurut Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : 

‘’Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap 

pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah)’’ 

 

mengartikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian 

uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, 

fasilitas penginapan, perjalanan wisaata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas 

lainnya.10 

Gratifikasi kerap kali diterima oleh para pegawai dan penyelenggara Negara 

dalam hal menjalankan tugasnya. Gratifikasi dapat disadari bagi penerimanya 

maupun tidak dapat disaadari dikarenakan tujuan yang dilakukan oleh si pemberi 

terkadang luas tafsirannya sehingga sering ditemukan kesulitan-kesulitan untuk 

menentukan jenis dari perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau 

penyelenggara Negara tersebut. 

Menurut Pasal 12 huruf a Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang 

dimaksud dengan penerimaan gratifikasi adalah pegawai negeri atau penyelenggara 

Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa 

 

10 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ‘’ Gratifikasi Adalah Akar dari 

Korupsi’’, Buku Saku KPK Cetaka Kedua, Jakarta,,2014, hlm 4. 
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hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. 

Suap menyuap, pemberian hadiah maupun penerimaannya kerap kali terjadi 

dalam lingkup pemerintahan yang mempunyai kepentingan. Penerimaan dan 

pemberian hadiah dilakukan agar terciptanya keberlangsungan pekerjaan yang lancar 

dan mulus dengan dalih proses akan dipersulit apabila tidak memberikan sesuatu dan 

kalah dalam bersaing dengan pengusaha lain. Seperti halnya salah satu contoh kasus 

tindak pidana korupsi dengan terdakwa Ir.H.Ahmad Yani,.M.M. dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. Bahwa 

terdakwa Ir.H.Ahmad Yani,.M.M selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara 

pada pemerintahan Kabupaten Muara Enim yakni selaku Bupati Muara Enim 

menerima uang dalam bentuk Dollar Amerika sejumlah USD35.000 (tiga puluh lima 

ribu dollar Amerika Serikat) dan dalam bentuk rupiah sejumlah total 

Rp.22.001.000.000,00 (dua puluh dua miliar satu juta rupiah) sebagai realisasi 

komitmen fee 15% dari rencana pekerjaan 16 paket proyek di Dinas PUPR 

Kabupaten Muara Enim yang akan dikerjakan oleh Pengusaha Robi Okta Pahlevi 

selaku Direktur PT INDO PASER BETON. Komitmen fee dan pemberian uang 

dilakukan agar Robi Okta Pahlevi mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupate 

Muara Enim tahun 2019. Ahmad Yani juga menerima benda berupa 2 (dua) unit 

kendaraan roda empat berupa 1 (unit) mobil pickup merk Tata Xenon HD Single 

Cabin warna putih dan 1 (satu) unit mobil SUV Lexus warna hitam nopol B 2662 KS 

dari Robi Okta Pahlevi. Ahmad Yani tidak sendirian yang menduga bahwa hadiah 
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tersebut untuk 16 paket proyek di Dinas PUPR. Ahmad Yani bersama-sama dengan 

A.Elfin MZ Muchtar ,Ilham Sudiono, Ramlan Suryadi dan Aries HB juga mengetahui 

bahwa hadiah tersebut untuk paket 16 proyek di Dinas PUPR Kabupate Muara Enim. 

Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa dalam tuntutannya bahwa 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidan 

Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 

dakwaan primair melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi sebgaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 

ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menghukum terdakwa dengan pidana penajra 

selama 7 (tujuh) dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) 

subsidair 6 (enam) bulan kurungan dan menjatuhkan pidana tambahan kepda 

terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar 

Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah). 

Dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus- 

TPK/2019/PN.Plg hakim menyatakan bahwa terdakwa Ir.H.Ahmad Yani,.M.M. 

terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi 

sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 12 huruf a Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut terdawka dijatuhkan 

pidana selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan serta menghukum terdakwa 

untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.2.100.000.000.00 (Dua miliar seratus 

juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti 

selama 1 (satu) bulan sesudah putusan yang telah memperoleh kekuatan hokum 

tetap,maka harta bendanaya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang 

penggati tersebut dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang 

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penara selama 8 

(delapan) bulan. 

Dalam Putusan tersebut, terdakwa dijatuhkan sanksi pidana dengan hukuman 

yang ringan yaitu hanya 5 (lima) tahun dimana menurut penulis hukuman tersebut 

masih tergolong ringan untuk membuat efek jera bagi pelaku dan mencegah orang 

lain teruatama penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak 

pidana korupsi. 

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan 

penulisan skripsi dengan judul ‘’PERTANGGUNGJAWABN PIDANA BUPATI 

SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Studi Putusan PN 

Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg)’’ 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Bupati 

sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Palembang Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai pelaku 

tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg ditinjau dari tujuan pemidanaan ? 

3. C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 

Bupati sebagai pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Nomor 

32/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Plg. 

2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai 

pelaku tindak pidana gratifikasi dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus- 

TPK/2019/PN.Plg ditinjau dari tujuan pemidanaan. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain : 
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1. Manfaat Teoritis 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu 

pengetahuan hukum terutama hokum pidana dan terkhusus mengenai tindak 

pidana korupsi gratifikasi. 

2. Manfaat Praktis 

 

Peneliti mengharapkan dari hasil penelitian agar berguna untuk ilmu hokum 

yang dipelajari dan didapat selama di perkuliahan guna menambah 

pengetahuan mengenai ilmu hukum serta dapat memberikan informasi kepada 

pembaca. 

E. Kerangka Teori 

 

1. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Fungsi dan tugas hakim dalam peradilan yaitu untuk memberi keputusan 

dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal 

yang berhubungan dengan hokum, nilai hokum dari perilaku, serta kedudukan hokum 

pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan 

perselisihan atau konflik secara imparsial berdasarkan hokum yang berlaku kemudian 

hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam 

mengambil suatu keputusan.11 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 

 

11 Wildan Suyuthi Mustofa,’’Kode Etik Hakim,Edisi Kedua’’, Prenadamedia Group, Jakarta, 

2013, hlm 74. 
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(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hokum, di lain hal juga mengandung 

manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah 

disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik 

dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.12 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan ketentuan yang telah 

diatur oleh Undang-Undang. Hakim juga tidak menjatuhkan hokum lebih rendah dari 

batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari 

batas maksimal hukuman yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam 

memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut 

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim 

dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara,yaitu sebagai 

berikut : 

1. Teori Keseimbangan 

 

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang 

ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang 

tersangkut atau berikaitan dengan perkara. 

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan 

dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan 

 

12 Mukti Arto,’’Praktek Perakara Perdata pada Pengadilan Agama’’, Cetakan Kelima, 

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140. 
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menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku 

tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak 

yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak 

terdakwa atau Penuntut Umum dalam perakra pidana. Penjatuhan putusan, 

hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh insting atau 

intuisi daripada pengetahuan dari hakim. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

 

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan 

pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya 

dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin 

konsistensi dari putusan hakim. 

4. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang hakim dapat 

mengetahui dampak dari putusan yang telah dijatuhkan dalam suatu perkara 

pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat. 

5. Teori Ratio Decidendi 

 

Mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok 

perkara yang disengketakanm kemudian mencari peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dan relevan dengan pokok perkara yang 

disengketakan sebagai dasar hokum dalam penjatuhan putusan, serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk 
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menegakkan hokum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang 

berperkara.13 

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut 

soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang diaunit oleh suatu masyarakat atau 

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini agar pertanggungjawaban pidana 

tersebut dicapai dengan memenuhi keadilan.14 

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban adalah suaut keadaan normal psikis 

dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu untuk dapat mengerti 

makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan sendiri, mampu untuk 

menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban 

masyarakat, mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Simons menyatakan 

bahwa dasar adanya tanggungjawab dalam hokum pidana adalah keadaan psikis atau 

jiwa seseorang, hubungan antara keadaan psikis perbuatan yang dilakukan.15 

Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi (persoonlijk) yang membuat 

orang tidak dapat dipertanggungjawabkan (di pidana) karena kesalahan orang lain. 

Demikian pula dengan kaedaan yang memberatkan, meringankan, atau menghapus 

pidana seorang pelaku hanya berlaku bagi pelaku itu sendiri ( Pasal 58 KUHP). 

Ketentuan itu diatur dalam Buku 1 KUHP yang merupakan Ketentuan Hukum Pidana 

13 Ahmad Rifai, ‘’Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif’’,Sinar 

Grafika, Jakarta,2010 , hlm105-112. 
14 Hanafi, Mahrus,’’Sistem Pertanggung Jawaban Pidana’’, Cetakan Pertama, Jakarta, 

Rajawali Pers,2015, hlm 16. 
15 Eddy O.S Hiariej,’’ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana’’, Cetakan Kedua, Cahaya Atma 

Pustaka, Yogyakarta,2017, hlm 155-156. 
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sehingga berdasarkan Pasal 103 KUHP berlaku pula untuk hokum pidana di luar 

KUHP termasuk untuk Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.16 Menurut Chairul 

Huda bahwa dasar adanya suatu tindak pidana merupakan bentuk dari asas legalitas, 

sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa 

seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila dia telah melakukan 

perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hokum. Pada hakikatnya 

pertanggungjawaban pidana adalah bentuk dari mekanisme yang diciptakan untuk 

bereaksi atas dasar pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.17 

3. Teori Tujuan Pemidanaan 

 

Menurut Andi Hamzah bahwa pemidanaan merupakan penghukuman yang 

berasal dari kata dasar hokum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hokum 

atau memutuskan tentang hukumnya (berechten).18 

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hokum pidana 

secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dari masa lalu dan/atau 

untuk kepentingan di masa yang akan dating. Apabila bertitik tolak dari perbuatan di 

masa lalu,maka tujuan pemidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila 

 

 

 
 

16 RB Budi Prastowo.’’ Delik Formil/Materil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materil dan 

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi’’, Jurnal Hukum. Volume 24. Nomor 3. 

2006. Hlm 224, diakses dari 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/%20projustitia/%20article/view/1157/1124, pada tanggal 1 Januari 

2021, Pukul 1.57 wib. 
17 Chairul Huda, ‘’Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan’’, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 68. 
18 Tolib Setiady, ‘’Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia’’, Alfabeta, Jakarta, 2010, 

hlm 21. 

http://journal.unpar.ac.id/index.php/%20projustitia/%20article/view/1157/1124
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berorientasi pada kepentingan di masa yang akan dating, maka tujuan pidana daalah 

untuk memperbaiki kelakuan terpidana.19 

F. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini telah ditetapkan untuk membatasi 

pembahsan-pembahasan pada penelitian agar pembahasan menjadi jelas, terstruktur 

dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan. 

Penulis memfokuskan ruang lingkup dalam penelitian ini dalam dua permasalahan 

yaitu, pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban pidana terhadap Bupati sebagai 

pelaku tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Muara Enim. 

G. Metode Penelitian 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah: 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian 

yuridis normatif mengacu pada penelitian terhadap norma-norma hokum yang 

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta 

norma-norma hokum yang berlangsung dalam masyarakat yang dilakukan 

dengean meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk 

diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkap peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hokum yagn menjadi 

 
19 Marcus Priyo Gunarto,’’ Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan’’, 

Jurnal UGM. Vol 21 No.1, Februaru 2009, hlm 100. Diakses dari 

https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794, pada tanggal 29 Desember 2020, pukul 10.12 

wib. 

https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16248/10794
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objek penelitian. Demikian juga hokum dalam pelaksanaanya di dalam 

masyarakat yang berkenaan dengaen objek penelitian.20 

2. Metode Pendekatan 

 

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga pendekatannya 

berdasarkan undang-undang dang pendekatan kasus. Pendekatan ini dilakukan 

supaya penulis mendapatkan informasi dari beragam aspek. Tentang hal 

penelitian ini adalah Pendeketan Konseptual, dimana pendekatan tersebut 

dilakukan untuk mengkaji dari sudut pandang dan doktrin-doktrin yang 

merekah dalam ilmu hokum. 

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative adalah 

penelitian hokum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 

data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara mengadakan 

penelusuran terhadap peraturang-peraturan dan literature-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.21 

3. Sumber Data/ Sumber Bahan Hukum 

 

Dalam mengumpulkan bahan-bahan, penulis mengambil dari beberapa 

sumber-sumber dalam bentuk undang-undang, buku-buku yang bertautan, 

artikel, manuskrip serta karya ilmiah lainnya. Adapun bahan hukumnya terdiri 

dari : 

 
20 Bahder Johan Nasution, ‘’Metode Penelitian Ilmu Hukum’’. Cetakan Kedua. Bandung. CV 

Mandar Maju. 2016. Hlm 105. 
21 Soerjoni Soekanto & Sri Mamudji, ‘’ Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan 

Singkat)’’, Rajawali Pers, 2001. Jakarta. Hlm 13-14. 
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a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hokum primer ialah bahan hokum yang bersifat autoriatf 

yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hokum 

primer yang terdiri dari catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim serta 

perundang-undangan.22 

Bahan-bahan hokum primer yang digunakan oleh penulis, 

antara lain : 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang- 

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

2. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

4. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 32/Pid.Sus- 

 

TPK/2019/PN.Plg 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 
 

 

 

 
 

22 Peter Mahmud Marzuki, ‘’Penelitian Hukum Edisi Revisi’’. Jakarta. Prenadamedia 

Group.2014. hlm 181. 
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Bahan hokum sekunder merupakan bahan hokum yang bersifat 

membantu atau menunjang bahan hokum primer yang akan 

memperjelas dan memperkuat penelitian didalamnya. Bahan-bahan 

hokum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hokum primer, 

yang terdiri atas informasi kajian tentang tindak pidana korupsi 

gratifikasi, seperti literature hokum, buku- buku, makalah dan 

berbagai bahan-bahan hokum lainnya yang berkaitan dengan penulisan 

skripsi ini ditambah dengan pencarian data melalui internet. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hokum tersier yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

segala bentuk dokumen yang berisi tentang bahan hokum primer dan 

bahan hokum tersier seperti Kamus Besar Bahas Indonesia juga 

beserta artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

dibahas pada penulisan skripi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 

2 yaitu : 

a. Studi Kepustakaan 

 

Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh berlandaskan 

pada pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, 

memahami, mengutip, dan merangkum juga beserta membuat catatan- 

catatan analisis yang bersumber dari buku-buku dan dokumen- 
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dokumen, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dan 

fungsi dari studi kepustakaan yaitu untuk mengungkap permasalahan 

penelitian. 

b. Studi Lapangan 

 

Penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan data 

penunjang dalam penelitian yang didapatkan langsung dari sumber 

yaitu melalui wawancara. Wawancara merupakan kegiatan Tanya- 

jawab yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara guna 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan. 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis bahan hukum merupakan data sekunder dan informasi yang 

didapatkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu memaparkan 

kenyataan-kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Yang 

artinya data dan informasi dikumpulkan kemudian diuraikan dalam 

bentuk kata-kata dan dihubungkan dengan cara sistematis untuk 

menarik kesimpulan permasalahan dalam skripsi ini.23 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan 

metode deduktif yang mana suatu cara khusus untuk menarik suatu 

 

 

 

23 Bambang Waluyo,’’ Penelitian Hukum dalam Praktek’’. Sinar Grafika. Jakarta. 2002. Hlm 

17. 



20 
 

 
 
 
 
 

kesimpulan dimulai dari adanya pernyataan umum menuju pernyataan 

khusus dengan menggunakan rasio/penalaran.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Bahder Johan Nasution, op.cit. hlm 37.
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